PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan
pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2011 maka perlu dilakukan perubahan Atas Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011,



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1l dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat |

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang — undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844 );

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 ) ;

Peraturan Pemerintan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

Peraturan Pemerintan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum PNS ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung
Nomor 7) ;



26. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 11) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2011.
Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah Rp. 1.558.985.245.751,60
2. Belanja Daerah Rp. 1.812.280.355.972,71

Surplus / (Defisit) Rp. (253.295.110.221,11)



3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Rp. 497.292.438.596,16

b. Pengeluaran Rp. 18.447.400.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 478.845.038.596,16
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 225.549.928.375,05

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.155.384.375.023,92
b. Dana Perimbangan Rp.  244.626.591.911,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 158.974.278.816,68
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah Rp. 1.052.902.867.000,00
b. Retribusi Daerah Rp. 28.208.203.200,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 35.863.570.503,92
d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 38.409.734.320,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 87.409.444.911,00
b. Dana Alokasi Umum Rp. 156.926.247.000,00

c. Dana Alokasi Khusus Rp. 290.900.000,00



(4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp. 55.105.989.256,68
dan Pemerintah Daerah Lainnya

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 84.543.349.760,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Rp. 2.015.040.000,00
Pemerintah Daerah lainnya

d. Dana Jamkesmas Rp. 255.248.000,00

e. Dana Kapitasi Askes Rp. 725.304.000,00

f. Dana Jampersal Rp. 1.735.691.000,00

g. Dana JKBM Rp. 4.700.880.800,00

h. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Rp. 9.892.776.000,00

i. Hibah Rp. 0,00

J. Dana Darurat Rp. 0,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 1.222.571.507.395,71

b. Belanja Langsung Rp. 589.708.848.577,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 803.337.541.418,00

b. Belanja Bunga Rp. 0,00



c. Belanja Subsidi Rp. 540.000.000,00

d. Belanja Hibah Rp. 45.199.676.990,00

e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 36.885.593.800,00

f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten Kota dan Rp. 127.357.970.393,66
Pemerintahan Desa

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Rp. 206.250.724.794,05
Kabupaten Kota dan Pemerintahan desa

h. Belanja Tidak Terduga Rp. 3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 54.967.069.496,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 292.095.034.131,00

c. Belanja Modal Rp. 242.646.744.950,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 497.292.438.596,16
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 18.447.400.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Rp. 497.292.438.596,16
b. Pencairan Dana Cadangan Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 0,00



d. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah Rp. 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 16.500.000.000,00
b. Pembentukan Dana Cadangan Rp. 0,00
c. Pembayaran Pokok Utang Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 0,00
e. Penguatan Modal Dana Bergulir Rp. 1.947.400.000,00

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.
2.
3.

Lampiran |
Lampiran 1l
Lampiran 11l

Lampiran 1V

Lampiran V

Ringkasan Perubahan Atas APBD;

Ringkasan Perubahan Atas APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi SKPD;

Rincian Perubahan Atas APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah

dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
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6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan — kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali

dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan.
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Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Badung.

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 5 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

KOMPYANG R SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2011 NOMOR 7

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 5 September 2011

BUPATI BADUNG,

ANAK AGUNG GDE AGUNG



